BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 5a TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

a. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan
penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah untuk lebih memberikan
kepastian dalam pengaturan penyelenggaraan
akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, perlu
mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan
akuntansi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba
Barat:

b. bahwa dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat yang
andal dan relevan tentang dampak transaksi, peristiwa
dan kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja
keuangan atau arus kas entitas, perlu mengubah
Ketiga Kalinya Atas Peraturan Bupati Sumba Barat
Nomor 5a Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntasi
Kabupaten Sumba Barat;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5a
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Sumba Barat; '

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16355);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Sebagaimana diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang
dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah
Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0378
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Keuangan Daerah;

14, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 0001);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN

KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA
BARAT NOMOR 5a TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN SUMBA
BARAT

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5a
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014
Nomor 5a) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5a Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
(Berita Daerah Kabpaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 10}, diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Kebijakan Kas dan Setara Kas dan Akuntansi Aset, mengalami
perubahan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.



PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak.

Diundangkan di Waikabubak.
pada tanggal . 7 QeSem ber z010
!Jﬁ. SEKRETARIS DAERAH SUMBA BARAT,

/

ﬁ DANIEL BAIYA PABALA
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53.

54.

Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana vang besar itu, entitas memerlukan

perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud

atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga

atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset’kewajiban karena peristiwa luar biasa

terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang

mendasar dalam keberadaan atau nilai aset’kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

c¢. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi
aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh vang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan

secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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